
BUP A TI OGAN KO MERING ILffi 

PROVINSISUMATERASELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR 
NOMOR 2", TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ILIR, 

Menimbang : a . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah, 
Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Bupati setelah 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; 

Mengingat 

b. bahwa untuk melaksankan ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah 
wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai 
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja 
dan Anggaran Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ilir Tahun 2024. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerab Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimaoa telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifi.kasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

13. Peraturan ... 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor496); 

15.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Dir Tahun 2016 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Dir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Dir Tahun 2021 
Nomor3); 

16. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Dir 
Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Dir Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Dir 
Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ilir Tahun 2022 Nomor 14); 

17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Dir Tahun 2024 
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Dir Tahun 2023 
Nomor 19); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Dir. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Dir. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 
merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ilir dan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas 
dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan Daerah. 

6. Kepala ... 
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6. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Dir. 

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Dir. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala 
Daerah. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dok:umen perencanaan 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah disingkat Renstra Perangkat Daerah 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

11. Rencana Kerja disingkat Renja adalah rencana kerja satuan kerja perangkat 
daerah Kabupaten Ogan Komering Dir yang tersusun dalam bentuk dokumen 
perencanaan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Dir 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat 
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan tugas dan 
fungsi. 

14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka 
mencapai basil ( outcome) suatu program. 

15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 
berupa basil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleb dari 
pencapaian basil (outcome) program Perangkat Daerah. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran disingkat RKA adalah dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, 
kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan APBD. 

17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian 
kinerja suatu program, kegiatan, sub kegiatan atau sasaran dan tujuan 
dalam bentuk keluaran (output), basil (outcome), dampak (impact). 

18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan 
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 2 

(1) Renja PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan PD untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, 
dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai 
dengan tugas dan fungsi setiap PD. 

(2) Renja ... 
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(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ~engan berpedoman 
kepada Renstra PD dan RKPD, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, serta hasil 
evaluasi Renja PD tahun berjalan. 

(3) Dalam penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD 
melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan 
pemangku kepentingan. 

Pasal 3 

(1) Renja PD Tahun 2024 menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA PD. 

(2) Sa.saran Renja PD merupakan dasar penilaian sistem ak:untabilitas kinerja 
instansi pemerintahan PD. 

Pasal4 

( 1) Renja PD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
BAB II 
BAB ill 
BAB IV 
BABV 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
PENUTUP 

(2) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kabupaten Ogan Komering 
Dir. 

Diundangkan di Kayuagung 
pada tanggal to O ~to \;,~r 2023 

Ditetapkan di Kayuagung 
pada tanggal [O O'c.~\'.X:f 2023 

BUPATI O GAN KOMERING ILIR, 

d .t.o 

ISI<ANDAR 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, 

d .t .o 

ASMAR WIJAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2023 NOMOR 7'7 


